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ABSTRAK 

Julaika, Damayanti, 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp 

Menggunakan Model Technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, 

M.S.I. 

Kata Kunci:Hak Khiya>r, Penyelesaian Sengketa 

Artomoro Celluler Ponorogo sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik 

dengan memperjual belikan produk-produknya berupa Hp dan barang elektronik lainnya. Yang 

pada penjualanya pihak Artomoro menggunakan model technopreneurship yang artinya pihak 

Artomoro memberikan peluang pekerjaan untuk pengangguran agar mendapatkan penghasilan 

tambahan. 

Dengan ini, permasalahan yang perlu penulis bahas dalam penelitian tersebutadalah: 

1)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak khiya>r dalam jual beli hp 

menggunakan model technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo ?;2)Bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam jual beli hp model 

technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo ? 

Dalam rangka menemukan data dan hasil dalam jenis penelitian lapangan ini, penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis induktif. Sedangkan data diperoleh 

melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diolah melalui 

tahapan editing,organizing, dan penemuan hasil riset. 

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1)Penetapan hak khiya>r 

dalam jual beli model technopreneurship untuk konsumen langganan di Artomoro 

diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak dibenarkan untuk konsumen baru  yang mana 

terdapat unsur hilangnya hak khiya>r yang akan merugikan bagi pihak pembeli. 2) Penyelesaian 

wanprestasi yang ada di Artomoro pihak reseller memberikan tanggung jawab terhadap 

konsumen yang komplain dan tidak ada tanggung jawab untuk konsumen yang tidak komplain 

untuk konsumen yang komplain pihak reseller mengembalikan penambahan ongkos kirim 

tersebut dan tidak dikembalikan untuk konsumen yang tidak komplain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Di zaman global seperti sekarang perubahan dapat terjadi dalam hitungan detik. 

Kemajuan cara berpikir dan cara pandang manusiaadalah salah satu faktor yang membuat 

perubahan itu terjadi. Faktor lainnya yang mendorong terjadinya perubahan karena 

sesungguhnya manusia memang selalu ingin memenuhi hajat hidupnya setiap waktu. Allah 

SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53: 

لِكَ  ََذ َٰ اَبأِ نفسُِهِمََۡللَّّ َٱبأِ نَّ َيغُ ي رُِواَْم  تَّىَٰ َق وۡمٍَح  اَع ل ىَٰ ه  ةًَأ نۡع م  ل مَۡي كَُمُغ ي رِٗاَن عِۡم 

َ أ نَّ  ٣٥َس مِيعٌَع لِيمََٞللَّّ َٱو 
 

Artinya: “Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak 

akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga 

kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui.Allah tidak mencabut nikmat yang telah 

dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada 

Allah.” (QS. Al-Anfal: 53)
1 

 

Di zaman modern sekarang ini, teknologi juga selalu hadir ditengah-tengah 

peradabandunia.Teknologi tidak lagi bertujuan untuk manusia menyadari 

pentingnya sebuah perubahan demi memenuhikeinginan dan kebutuhannya, oleh 

sebab itu manusia selalu berusaha menciptakan sesuatu untuk menunjang keinginan 

dan kebutuhan tersebut dengan menciptakan alat. Alat-alat yang diperlukan untuk 

menunjang kebutuhan hidup manusia itu populer dikenal dengan sebutan 'teknologi'. 

Dengan hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, 
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harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan 

kesepakatan. 

Begitu juga dengan kegiatan jual beli yang setiap hari dipraktikkan oleh 

setiap orang. Harus ada kesepakatan yang jelas antara sang penjual ataupun pembeli. 

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala 

macam aspeknya. Jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa arab al-

bai’, al-tija>rah,al-muba>dalah artinya mengambil, memberikan sesuatu atau 

barter. Secara istilah (syari’ah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan berbeda-

beda bergantung pada pandangannya masing-masing, antara lain:
2
 

1. Menurut Ibnu Qadamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan 

miliknya. 

2. Menurut Nawawi jual beli adalah pemilikan harta benda dengan secara tukar-menukar 

yang sesuai dengan ketentuan syari’ah.  

3. Menurut Mazhab Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui 

sistem yang menggunakan cara tertentu. 

Disini dapat penulis simpulkan bahwa jual beli adalah proses pertukaran 

harta dengan harta yang sesuai untuk dimiliki dengan cara tertentu sesuai dengan 

ketentuan syariah.  

Dalam jual beli, juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi pihak 

penjual dan pembeli. Rukun jual beli adalah bai’ (penjual), mustari (pembeli), 

shighat (ijab dan kabul) dan mauqud ‘alaih (benda atau barang). Sedangkan syarat 

jual beli adalah syarat terjaidnya akad (in’iqad), syarat sahnya akad, syarat 
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terlaksananya akad (lafadz) dan syarat kemestian (luzum).
3
 Allah SWT berfirman 

dalam Surat An Nisa’ ayat 29: 

ا َٰٓأ يُّه  َبََِلَّذِينَ ٱَي َٰ َب يۡن كُم ل كُم َأ مۡو َٰ اْ َت أۡكُلوَُٰٓ َلَ  نوُاْ ام  طِلَِٱء  َع نََلۡب َٰ ةً ر  َتجِ َٰ َأ نَت كُون  َٰٓ إِلََّ

َ َإنَِّ كُمۡۚۡ اَْأ نفسُ  َت قۡتلُوَُٰٓ لَ  َو  نكُمۡۚۡ اضَٖم ِ حِيمٗاََللَّّ َٱت ر  َبكُِمَۡر  ٩٢ََك ان 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagan 

yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

Padamu.” (QS. An-Nisa: 29) 

 

Dari sini, suatu jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya 

terpenuhi, karenanya bagi pihak penjual maupun pembeli harus memperhatikan 

syarat dan rukun membeli saat akan melakukan transaksi jual beli. Dewasa ini, 

banyak orang yang belum memperhatikan apakah mereka melakukan jual beli yang 

dibolehkan oleh agama Islam. Banyak dari mereka yang mengabaikan hal tersebut 

dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri-sendiri.Seperti yang 

dilakukan oleh Toko Artomoro celluler Ponorogo. Dalam praktiknya para karyawan 

atau resseler melakukan transaksi jual beli yang masih dipertanyakan keabsahannya 

atau kebolehan menurut agama. 

Salah satu praktik yang menyimpang mengenai bisnis adalah jual beli 

dengan menggunakan model technopreneurship yang mana artinya adalah sebuah 

wirausaha/inkibutor bisnis berbasis teknologi, model materi ini merupakan strategi 

terobosan baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang semakin 

meningkat. ditoko Artomoro Celluer Ponorogo yang pada praktiknya pihak 

Artomoro membuka lapangan pekerjaan dengan cara mencari resseler untuk 

membantu menjualkan produk-produknya yang dimana para resseler mencari 
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keuntungan sendiri dengan menambah biaya ongkir tanpa kesepakatan salah satu 

pihak. Sehingga diArtomoro celluler tersebut menjual barang-barang menggunakan 

model online dengan menggunakan media Facebook, Instagram maupun media 

BBM semua fasilitas online digunakan untuk mempromosikan barang-barang 

tersebut sehingga berbagai carapun dilakukan dengan cara membuka lapangan 

pekerjaan untuk mahasiswa dan pelajar untuk membantu memperjualkan barang 

tersebut. 

Dari pemaparan diatas banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut terhadap 

permasalahan tersebut. Karena masih ada suatu kesenjangan yaitu didalam hal 

penambahan uang ongkir penjual seperti mengambil kentungan tanpa kesepakatan 

pihak pembeli terlebih dahulu, jika awal penjual memberitahukan bahwa ongkirnya 

5.000 setelah barangnya sampai pada pihak pembeli reseller meminta ongkir lebih 

menjadi 7.000 hal tersebut membuat para pembeli merasa dirugikan, dan untuk 

penerapan hak khiya>r yang ada di Artomoro Celluler Ponorogo itu hanya di 

terapkan untuk konsumen langganan dan tidak diterapkan untuk konsumen baru 

dengan begitu kosumen merasa dibedakan. 

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatarbelakangi penulis 

untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan jual beli model technopreneurship 

di Artomoro Celluler Ponorogo dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi 

yang berjudul ”TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HP 

MODEL TECHNORENURSHIP DI ARTOMORO CELLULER 

PONOROGO”. 

 



 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan diatas maka terdapat masalah 

pokok dalam penelitian ini yang dikaji, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak khiya>r dalam jual beli hp 

model technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam jual beli hp 

model technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka 

secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak khiya>r dalam jual beli hp model 

technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam jual beli model technopreneurship di 

Artomoro Celluler Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan ilmiah, secara umum penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam 

rangka memperkaya pengetahuan dan diharapkan mampu mengembangkan pemahaman 

akan keilmuan di bidang hukum perekonomian islam. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan 

transaksi jual beli lewat online, baik oleh penjual Artomoro maupun pembeli di 

Artomoro Celluler Ponorogo 

 



 

 

 

E. Kajian pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian/penelitian yang sudah pernah 

dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan 

dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atauduplikasi dari kajian/penelitian yang telah 

ada. Berdasarkan deskripsi tersebut,posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan. 

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya 

ilmiah yang membahas masalah Technopreneurship. 

Skripsi berjudul “Bisnis Berbasis Technopreneurship” yang ditulis oleh Mohammad 

Dahlan.Teknologi komunikasi dan informasi atau teknologi telematika (Information and 

Communication Technology –ICT) telah diakui dunia sebagai salah satu sarana dan 

prasarana utama untuk mengatasi masalah-masalah dunia. Teknologi telematika dikenal 

sebagai konvergensi dari teknologi komunikasi (communication), pengolahan (computing) 

dan informasi (information) yang diseminasikan mempergunakan saranamultimedia. Skripsi 

yang ditulis oleh Mohammad Dahlan jelas berbeda dengan Skripsi ini, mulai dari masalah 

judul sampai pembahasannya juga berbeda. Mohammad Dahlan membahas masalah 

Inkubator Bisnis sedangkan penyusun membahas masalah hukum model 

Technopreneuship.
4
 

Kedua, dengan judul “Technopreneurship dalam dunia Bisnis” yang ditulis oleh 

Mohammad Najib Salam. Skripsi tersebut menerangkan bahwa didunia ini banyak 

technopreneur yang berhasil melakukan komersialisasi teknologi sehingga menjadi produk 

yang diterima secara luas di pasar.Di Indonesia, masyarakat sangat mengenal teh botol 

Sosro yang diciptakan oleh Soetjipto Sosrodjojo mencipatakan teh botol Sosro. Produk ini 

merupakan contoh sukses inovasi yang luar biasa, karenamemberikan nilai tambah, diterima 

oleh masyarakat luas, dan menciptakan pasar baru yang belum ada pesaingnya. Skripsi yang 
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ditulis Muhammad Najib Salam jelas berbeda dengan penyusun, mulai darimasalah judul 

sampai pembahasan. Muhammad Najib Salam yang membahas tentang masalah 

Technopreneurship di dunia Bisnis
5
. 

Hasil penelitian yang terakhir menjelskan bahwa tamggung jawab pelaku usaha 

terhadap konsumen yang dirugikan di Indonesia dalam kaitannya dengan jual beli melalui 

internet menggunakan teori tanggung jawab mutlak (strict liability). Strict liability 

mmerupakan prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian 

terbalik pada pelaku usaha, penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada tanggung jawab 

resiko atas terjadinya wanprestasi karena transaksi pada dunia virtual para pihak tidak saling 

bertemu, transaksi elektronik tidak mengenal batas wilayah yuridiksi suatu Negara, dan 

pelaku usaha menggunakan perjanjian baku sehingga konsumen tidak memiliki daya tawar 

yang berimbang pada kontraktual e-commerce.
6
 

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang ada kesamaan dalam penelitian ini 

yaitu membahas tentang apa itu technopreneurship hanya berbeda pembahasannya penulis 

meneliti tentang penerapan hukum Islam mengenai penambahan upah dan dengan sistem 

garansi. Maka dari itu penulis berusaha menulis skripsi yang berjudul Tinjauan hukum 

Islam Terhadap Jual Beli hp dengan model technopreneurship di Toko Artomoro Celluler 

Ponorogo seperti yang dilakukan peneliti saat ini. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

a. Jenis Penelitian  
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Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mencari data secara 

langsung dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti.
7
 

b. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dilaukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yakni penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh 

subjek penelitian.
8
 

1) Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai pengamat penuh dalam rangka melakukan observasi 

secara terang-terangan.  

2) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah ditoko elektronik Artomoro Celluler di 

Kab Ponorogo. Penulis mengambil lokasi tersebut karena adanya proses 

jual beli yang kurang baik dan merugikan salah satu pihak.  

 

 

3) Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini data dapat diperoleh melalui dua sumber 

data:  

a. Data Primer 
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Data primer dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dari para 

karyawan di Artomoro, reseller, pembeli lama, pembeli baru dan masyarakat. 

b. Data Skunder 

  Data skunder dalam penelitian ini adalah hasil studi kepustakaan, 

jurnal, khiya>r dan yang berhubungan dengan masalah jual beli dengan 

menggunakan model technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo. 

4) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

 Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancarai.
9
Didalam teknik wawancara ini, penulis bertanya langsung 

kepada penjual dan pembeli hp model technopreneurship di Artomoro 

Celluler Ponorogo dan masyarakat yang terlibat. 

5) Teknik Pengolahan Data 

a) Editing, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari 

segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Didalam penelitian ini 

dilakukan pemeriksaan semua data yang dikumpulkan baik itu data 

dari hasil observasi maupun wawancara dikumpulkan menjadi satu 

dan diperiksa dari segi kelengkapannya. 

                                                           
9
Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), 105. 



 

 

 

b) Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang 

direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan 

relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam 

perumusan masalah.
10

 Didalam penelitian ini data-data yang 

diperoleh yang sudah dikumpulkan menjadi satu tadi selanjutnya 

dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah. Jadi data tersebut 

yang dimasukkan ke dalam data lapangan. 

c) Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan 

dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai 

pemecahan dari rumusan yang ada.
11

Di dalam penelitian ini, data 

yang sesuai dengan rumusan masalah di analisis dengan 

menggunakan teori jual beli dalam hukum Islam, sehingga di akhir 

penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan mengenai 

permasalahan sebagai suatu pemecahan masalah yang ada. 

6) Tehnik Analisis Data 

Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan 

metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali 

dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus 

berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subyek/situasi lapangan 

penelitian) dari hasil riset menuju kepada teori. Begitu juga dalam skripsi ini 

penulis berangkat dari kasus-kasus antara lain: tentang masalah hak Khiya>r 
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yang diberikan oleh penjual, dan juga penyelesaian perselisihan yang selanjutnya 

membahas tentang penambahan upah reseller dari segi hukum Islam. 

7) Tehnik Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu 

peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti 

melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil 

pengamatan langsung di Artomoro Celluler Ponorogo dengan hasil interview 

dengan penjual dan pembeli hp. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan terhadap masalah pokok yang disebutkan diatas, dibagi atau 

dikembangkan kedalam lima bab utama. Pembahasan dari kelima bab tersebut 

dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk 

mendiskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, 

dilanjutkan penegasan istilah untuk mendiskripsikan kata-kata 

yang masih perlu penjelasan yang terdapat di dalam judul, 

lalu rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti 

dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian 



 

 

 

dilanjutkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk 

memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan 

temuan. Sub berikutnya kajian pustaka untuk menentukan 

posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian 

dilanjutkan metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk 

menganalisa data meliputi: Pengertian jual beli, rukun syarat 

jual beli macam-macam jual beli, pengertian Khiya>r, 

macam-macam khiya>r, dasar hukum khiya>r, rukun syarat 

khiya>r dan pengertian samsarah, dasar hukum samsarah 

serta rukun syarat samsarah. 

Bab III Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang 

meliputi sejarah berdirinya Artomoro Celluler dan 

perkembangannya, produk Artomoro Celluler, serta jenis dan 

harga Hp yang diperjual belikan. Sedangkan penjelasan 

terkait praktiknya meliputi: proses pembelian Hp dengan 

menggunakan menggunakan model technopreneurship dan 

sistem garansinya, praktik penerapan yang diberikan kepada 

pembeli serta penyelesaian perselisihan antara penjual dan 

pembeli. Data inilah yang sangat penting karena hal ini 

merupakan masalah inti yang ingin diketahui hukumnya 

dalam Islam apakah diperbolehkan atau tidak. 

Bab IV Pada bab ini menjelaskan dan menganalisa pokok 



 

 

 

pembahasan yang didapat dari data skripsi ini yang meliputi 

pelaksanaan hak khiya>r serta penyelesaian sangketa dilanjut 

dengan bagaimana tinjauan hukum tentang penambahan upah 

hp dalam jual beli model technopreneurship yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah hak sistem yang diberikan telah 

sesuai dengan hukum Islam atau tidak. 

Bab V PENUTUP 

Merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang meliputi: 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut 

rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan 

studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

KONSEP JUAL BELI DALAM 

HUKUM ISLAM 

 

A. Jual Beli (al-Bai’) 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang 

atau saling tukar menukar. Kata al-bay’ (jual), dalam bahasa arab terkadang digunakan 

untuk pengertian lawannya yaitu al-syira’ (beli) dan dipergunakan dalam pengertian 

yang sama. Dengan demikian kata al-bay’ berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata 

“beli”.
12

 

Jual beli juga bisa berarti al-bay’, al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana 

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 29:  

مۡدَُٱ َِف اطِرََِلۡح  تَِٱلِلَّّ و َٰ اعِلََِلۡۡ رۡضَِٱوَ َلسَّم َٰ ئكِ ةَِٱج 
َٰٓ ل َٰ ةََٖلۡم  َأ جۡنحِ  رُسُلًًَأوُْلِيَٰٓ

َي زِيدَُفيَِ ع ۚۡ رُب َٰ َو  ث  ثلُ َٰ َو  ثۡن ىَٰ لۡقَِٱمَّ ََلۡخ  َإنَِّ آَٰءُۚۡ اَي ش  َش يۡءَٖق دِيرََٞللَّّ َٱم  َكُل ِ ١ََع ل ىَٰ
 

Artinya:“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” 

(QS. Al-Fatir: 29)
13

 

 

Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan 

dijelaskan dalam definisi-definisi berikut: 

 

a. Menurut Sayyid Sabiq 

                                                           
12
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ى اوَْ  رَاضم اَلٍ عَلَى سَبميْلم الت َّ لْكٍ بَ عَوْضٍ عَلَى الْوَجْهم الْمَأُ  مُبَادَلَةُ مَالٍ بِم نَ قْلُ مم
14ذُوْنم فميْهم   

Artinya: “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 

meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya 

dengan cara yang dibolehkan.” 

 
b. Menurut Taqi al-Din 

15قاَبملَيْْم لملتَّصَرُّفم بمإميَْْابٍ وَقَ بُ وْلٍ عَلَى الْوَجْهم الْمَأْذُوْنم فميْهم مُقَاباَلَةُ مَالٍ   
Artinya: “Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola 

(ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan 

syara.” 

 
c. Menurut Wahbah al-Zuhayli 

اَلٍ عَلَى وَجْهٍ مََْصُوْصٍ مُبَا  16دَ لَةُ مَالٍ بِم  
Artinya: “Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.” 

 

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah 

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara 

sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak 

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 

syara’ dan disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah 

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada 

kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi 

berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. 
17
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Adapun Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual 

beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti 

umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan 

kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar 

menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang 

ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda 

yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, 

jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
18

 

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, 

penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan 

seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada 

dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya 

atau sudah diketahui terlebih dahulu.
19

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, baik 

disebutkan dalam al-Qur’an, al-Hadith maupun ijma’ ulama. Adapun dasar hukum jual 

beli dalam Qs.Al-Baqarah ayat 275 adalah:
20

 

a. Landasan al-Qur’an 

َ لَّ أ ح  َُٱو  ََلۡب يۡعَ ٱَللَّّ م  رَّ ح  اَْٱو  ب وَٰ َلر ِ
Artinya:“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba...” (QS. Al-Baqarah: 275) 
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Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat 

ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual 

beli dalam al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang 

telah disyariatkan Allah dalam al-Qur’an, dan menganggapnya identik dan 

sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, di dalam ayat ini, Allah mempertegas 

legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta melarang dan menolak 

konsep ribawi.
21

 

b. Al-Sunnah 

اَ الْبَ يْ  22عُ عَنْ تَ رَاضٍ إمنََّّ  

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”
23

 

 

Hadith yang dirwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini 

merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah 

Zuhayli, hadith ini terbilang hadith yang panjang, namun demikian hadith ini 

mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadith ini 

memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya 

kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.
24

 

c. Ijma’ Ulama 

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini 

memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu 

yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak 

akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus 
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diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk 

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya 

manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan dari orang lain.
25

 

3. Rukun Jual Beli 

Menurut ulama H}anafi>yah rukun jual beli adalah ija>bdan qa>bul yang 

menunjukkan pertukaran barang secara ridha atau rela antara kedua belah pihak, 

baik dengan ucapan maupun perbuatan. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua 

belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar 

dalam ija>b dan qa>bul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga 

barang.
26

 

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), 

b. Sighat (Ijab dan Qabul), 

c. Ada barang yang dibeli, 

d. Ada nilai tukar pengganti barang.
27

 

4. Syarat Jual Beli  

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli 

yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: 

a. Syarat orang yang berakad 

1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum 

berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah baligh, apabila akad 

yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti hibah, wasiat, 
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dan sedekah maka akadnya sah menurut madhab Hana>fi. Sebaliknya 

apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan 

harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak 

dibenarkan menurut hukum.
28

 

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, 

seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu 

yang bersamaan. 

3) Syarat yang terkait dengan Ija>b dan Qa>bul 

4) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal.
29

 

5) Qa>bul sesuai dengan ija>b.Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan 

harga lima ratus ribu rupiah”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan 

harga lima ratus ribu rupiah.” 

Ija>b dan qa>bul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua 

belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan 

masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ija>b, lalu pembeli 

beranjak sebelum mengucapkan qa>bul atau pembeli mengadakan aktivitas 

lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu dia 

mengucapkan qa>bul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih jual beli 

tersebut tidak sah.
30

 

b. Syarat barang yang diperjualbelikan 

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan 

kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Adakalanya tidak semua 

barang yang akan dijual berada di toko, yang terpenting, pada saat 
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diperlukan, barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang 

telah disepakati bersama.
31

 

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 

3) Milik seseorang secara sempurna. Barang yang sifatnya belum dimiliki 

seseorang secara sempurna tidak boleh diperjualbelikan, seperti 

memperjualbelikan ikan di laut, karena ikan dilaut belum dimiliki penjual. 

4) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung.
32

 

c. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang) 

Di dalam jual beli ada suatu nilai tukar barang yang dijual (untuk 

zaman sekarang adalah uang). Nilai tukar barang disebut juga dengan uang. 

Nilai tukar barang dibedakan antara al-thaman dan al-sir. Al-thaman adalah 

harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan al-sir adalah 

modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada 

konsumen.
33

 Dengan demikian terdapat dua harga yaitu harga antara sesama 

pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual). Harga 

yang digunakan oleh pedagang adalah al-thaman, syarat-syaratnya adalah:  

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

2) Dapat diserahkan pada saat transaksi, meskipun sistem pembayarannya 

melalui kartu kredit. 

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan sistem barter, maka tidak 

diperbolehkan barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang 

diharamkan, seperti khamr.
34
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B. Khiya>r  dalam Jual Beli 

1. Pengertian Khiya>r 

Kata al-khiya>r dalam bahasa Arab berarti pilihan.
35

 Sedangkan menurut arti 

harfiyahnya, Khiya>r ialah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. 

Dalam akad, khiya>r berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk 

melangsungkan atau membatalkan akad jual beli.
36

 Secara terminologi, para ulama fiqh 

telah mendefinisikan al-khiya>r salah satunya menurut Wahbah al-Zuh}ayli> yaitu:  

37أَنْ يَكُوْنَ لملْمُتَ عَاقَدم الْمْيَارُ بَ يَْْ إممْضَاءم الْعَقَدم وَعَدَ مم إممْضَائمهم : وَمَعْنََ الْمْيَارُ 
 

Artinya: “khiya>r ialah Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang 

melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan 

transaksi yang disepakati.”
38

 

 

 

 
2. Macam-macam Khiya>r 

a. Khiya>r Majlis  

Khiya>r majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk 

membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis dan belum 

berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak 

yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka 

telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.
39

 

Sebelum meninggalkan majlis, masing-masing pihak pembeli dan penjual 

berhak atas khiya>r majlis, kecuali bila telah terdapat persetujuan lain. Misalnya, 

pemberitahuan di toko-toko berupa tulisan, “barang yang telah dibeli tidak dapat 
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dikembalikan”. Hal ini merupakan suatu persetujuan secara diam-diam atas 

hilangnya hak khiya>r majlis.
40

  Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

 
41 دٍ  هُمَا بمالْمْيَارم مَالََْ يَ تَ فَرَّقاَإمذَا تَ بَايَعَ الرَّجُلَانم فَكُلُّ وَاحم ن ْ ...مم  

Artinya: “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-

masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum 

berpisah badan....” 

 
b. Khiya>r ‘Aib 

Khiya>r‘aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli 

bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang 

diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad 

berlangsung.
42

 Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu 

butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak 

ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. 

Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak khiya>r bagi 

pembeli. Jadi, dalam khiya>r ‘aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang 

dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti 

barang yang baik, atau kembali barang dan uang. 

Apabila pada suatu barang terdapat cacat lama, maka pembeli berhak 

mengembalikannya. Aisyah ra. meriwayatkan:  

يْمَ ثَُُّ وجَدَبمهم عَيْبًا فَخَا  ُ أَنْ يقُم أَنَّ رَجُلاً امبْ تَاعَ غُلَامً فأَقَاَمَ عمنْدَهُ مَاشَاءَاللََّّ
ُ عَلَيْ  يم صَلَّى اللَّي 43هم وَسَلَّمَ فَ رَدَّهُ عَلَيْهم صَمَهُ إملََ النَّبم

 

Artinya:“Sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak itu 

menghadap, laki-laki itu menemukan cacat padaya. Segera dia 

mengutarakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Kemudian 
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Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk 

megembalikannya.”
44

 

 

 

 

 

Selain hadith tersebut ada juga hadith yang dijadikan dasar khiya>r 

‘aib yaitu:  

نَهُ  عًا فميْهم عَيْبٌ إملاَّبَ ي َّ يْهم بَ ي ْ نْ اَخم لُّ لممُسْلممٍ باَعَ مم الَْمُسْلممُ اَخُوالْمُسْلممم وَلَايَمَ
45لَهُ   

Artinya: “Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal 

bagi seorang muslim untuk menjual barang saudara-saudaranya 

yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih 

dahulu.”
46

 

 

Adapun syarat-syarat berlakunya khiya>r ‘aib, menurut para pakar 

fiqh, cacat pada barang itu adalah: 

1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang 

dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama. 

2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad 

berlangsung. 

3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa 

apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. 

4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.
47
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Khiya>r ‘aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak 

diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli 

waris pemilik hak khiya>r. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah 

seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi 

para pedagang. Tetapi menurut ulama Ma>liki>yah dan Sha>fii>yah seluruh cacat 

yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan 

dari padanya.
48

 

c. Khiya>r Syarat 

Khiya>r syarat ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang 

berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu 

selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Syarat yang diminta 

paling lama tiga hari. Umpamanya, pembeli mengatakan: “saya akan 

membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama 

tiga hari”. Tapi, ketika sudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad batal.
49

 

Ima>m Ah}mad bin Hambali, Abu> Yusuf dan Muhammad bin al-

H}a>san berpendapat bahwa khiya>r dibolehkan hingga masa yang 

disyaratkan (tidak membatasi berapa hari lamanya) asal dapat ditentukan 

atas kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan.  

Ulama H}anafi>yah dan Sha>fii>yah membatasi khiya>r syarat 

tidak boleh lebih dari tiga hari.
50

 Sedangkan menurut Ulama Ma>liki>yah 

berpendapat, lama khiya>r itu tergantung kepada barang yang diperjual 
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belikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.
51

 Pada dasarnya 

menurut Ulama Ma>liki>yah tidak ada batasan tertentu dalam khiya>r, 

melainkan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan dengan 

memandang kepada macam-macamnya barang. Dengan demikian, masa 

tersebut berbeda-beda menurut perbedaan barang yang dijual.
52

 H}adi>th 

dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: 

نَ هُمَا حَتََّّ يَ تَ فَريقاَ إملاَّ بَ يْعَ الْمْيَارم كُلُّ بَ ييمعَيْْم لاَ بَ يْعَ  53بَ ي ْ  
Artinya: “Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan 

jual beli itu sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiya>r”. 

 

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilangsungkan dan 

dinyatakan sah apabila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila 

disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya adanya syarat 

dalam masa tertentu.
54

 

d. Khiya>r Ru’yah 

Khiya>r ru’yah, yaitu khiya>r (hak pilih) bagi pembeli untuk 

menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu 

objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. 

Jumhur ulama (H}anafi>yah, Ma>liki>yah, H}ana>bilah, dan 

Z}ahiriyah) menyatakan bahwa khiya>r ru’yah disyari’atkan dalam Islam. 

Akad seperti ini menurut meraka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan 

dibeli tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat 
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seperti ikan kaleng. Khiya>r ru’yah menurut mereka, mulai berlaku sejak 

pembeli melihat barang yang akan ia beli.
55

 

Akan tetapi, ulama Sha>fii>yah berpendapat bahwa jual beli 

barang yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad 

maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka khiya>r ru’yah tidak 

berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan. 

  Jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya 

khiya>r ru’yah yaitu: 

1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung. 

2) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan. 

3) Akad itu sendiri mempunyai alternativ untuk dibatalkan, seperti jual beli dan 

sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut jumhur 

ulama, maka khiya>rru’yah tidak berlaku. Apabila akad ini dibatalkan 

berdasarkan khiya>r ru’yah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Hak khiya>r masih berlaku bagi pembeli. 

2. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan 

hanya dilakukan pada sebagian objek yang diperjual belikan, dan 

3. Pembatalan itu diketahui oleh pihak penjual.
56

 

e. Khiya>r Ta’yi>n 

Khiya>r ta’yi>n yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang 

yang berbeda kualitas dalam jual beli. Khiya>r seperti ini, menurut ulama 

H}anafi>yah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda 
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kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, 

sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan 

agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiya>r ta’yi>n 

dibolehkan.
57

 

Ulama H}anafi>yah yang membolehkan khiya>r ta’yi>n mengemukakan 

tiga syarat untuk sahnya khiya>r  ini, yaitu: 

1) Pilihan hendaknya hanya terhadap sebanyak-banyaknya tiga barang saja.  

2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya, serta harganya pun harus diketahui 

dengan pasti. 

3) Tenggang waktu untuk khiya>r ta’yi>n itu harus ditentukan yaitu menurut 

Ima>m Abu> H}ani>fah tidak boleh lebih dari tiga hari. 

Khiya>r ta’yi>n menurut ulama H}anafi>yah hanya berlaku dalam 

transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat 

bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.
58

 

Perselisihan dalam jual beli yang pertama mengenai harga dan yang kedua 

mengenai pertanggugjawaban resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan 

barang.  

Adapun penyelesaian mengenai harga ini, misalnya mengenai 

perbedaan pendapat dalam hal apabila diantara keduanya tidak ada kejelasan 

berapa harga yang disepakati, adalah dengan jalan penentuan keputusan 

melalui pembuktian dari masing-masing pihak. Apabila tidak ada bukti 
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ataupun saksi maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang 

atau dibatalkan. 
59

 

Mengenai pertanggung jawaban atas resiko apabila terjadi kerusakan 

barang, para ahli fiqh berpendapat bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut 

kapan terjadinya kerusakan.
60

 Apabila kerusakan barang terjadi sebelum 

serah terima, maka menurut Sayyid Sa>biq ada kemungkinan 

penyelesaiannya yaitu: 

1. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, 

maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad tetap berlangsung dan si pembeli 

berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh). 

2. Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang, maka pembeli boleh menentukan 

pilihan, menuntut orang tersebut atau membatalkan akad.
61

 

3. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat 

perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana 

alam.
62

 

4. Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban 

membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang masih 

utuh, dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga. 

5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. 

Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil 

sisa dengan membayar kekurangannya. 
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6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat kurangnya kadar 

barang sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli 

boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa 

atau dengan pengurangan pembayaran.
63

 

Sedangkan apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, 

maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli, dan iawajib 

membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual (adanya hak khiya>r). 

Dan jika ada alternativ pilihan tersebut, maka si pembeli mengganti harga 

barang atau menggantinya dengan yang serupa.
64

 

Dalam hal terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai 

ditangan siapa terjadinya cacat barang dan masing-masing berargumen, tetapi 

tidak ada penyelesaian antara kedua pihak, maka yang dipegang adalah ucapan 

penjual dengan sumpah. Jika akad telah menjadi fasakh (batal), sedangkan pada 

mulanya barang yang diperjualbelikan masih berfaedah ketika ditangan 

pembeli, maka faedah ini menjadi hak si pembeli oleh karena ia yang menjamin 

tanggungjawab jika terjadi kerusakan waktu berada ditangannya. Sedangkan 

apablila terjadi penipuan dari pihak penjual agar harga barang tersebut yang 

dijual meningkat, maka pembeli berhak memilih (meng-khiya>r-kan) untuk 

mengembalikan barang dalam tempo tiga hari atau secepat mungkin, dan jika 

terjadi kecurangan dari pihak penjualpun si pembeli boleh melakukan khiya>r 

untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli tersebut.
65

 

Jika terjadi perselisihan-perselisihan yang telah tersebut diatas, maka 

penjual dan pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual 
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beli. Pembatalan jual beli jika sudah terjadi transaksi maka penjual sudah tidak 

mempunyai hak untuk membatalkan menjual barangnya tersebut. Hal ini 

sebagaimana yang dipaparkan oleh A. Rahman I. bahwa pada saat serah terima 

barang kepada pembeli maka orang yang menyerahkan barang (penjual) tidak 

mempunyai hak untuk membatalkan penyerahannya itu (jual beli) sebab penjual 

harus menata pikirannya sebelum terjadi transaksi. Tetapi tidak diperkenankan 

untuk mengubah keputusan yang dibuat terkemudian.
66

 Pembatalan jual beli 

sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam suratal-Taubah ayat 4 yang 

berbunyi  

َ دتُّمََلَّذِينَ ٱَإِلََّ ه  َع َٰ ن  َل مَۡي نقصُُوكُمَۡش يََۡلۡمُشۡرِكِينَ ٱم ِ هِرُواَْع ل يۡكُمََۡ َٗثمَُّ َٰ ٰ ل مَۡيُ اَو 

َ َإِنَّ َمُدَّتهِِمۡۚۡ اَْإلِ يۡهِمَۡع هۡد هُمَۡإلِ ىَٰ وَٰٓ دٗاَف أ تمُِّ ََللَّّ َٱأ ح  ٤َََلۡمُتَّقِينَ ٱيحُِبُّ
Artinya: “Kecuali orang-orag musyrikin yang kamu telah megadakan 

perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi 

sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak pula mereka membantu 

seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu 

penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertaqwa.”
67

 

 
C. Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

 Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor tidak 

melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam perikatan, khususnya 

perjanjian (kewajiban kontraktual).
68

Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor 

tidak melaksanakan tugasnya atau kewajibanya yang telah di tentukan dalam 

undang-undang atau perjanjianya.
69
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 Menurut M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan 

kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. 

Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam 

melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam 

jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut 

selayaknya atau sepatutnya. 

 Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, wanprestasi adalah 

kewajiban tidak memenuhi suatu perutangan yang terdiri dari dua macam sifat 

yaitu: pertama, terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak 

secara sepatutnya; kedua, terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada 

waktu yang tepat.70 

 Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang 

dimaksud dengan wanprestai adalah suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur 

yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya 

dalam suatu kontrak dengan seorang kreditur atau konsumen. 

 Adapun bentuk-bentuk dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut: 

a. Tidak memenuhi prestasi. 

b. Tidak sempurna memenuhi prestasi. 

c. Terlambat memenuhi prestasi.
71

 

Akibat dari adanya wanprestasi  sebagaimana dikemukakan berikut ini: 

a. Perikatan tetap ada 
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Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, 

apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak 

untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. 

Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungn apabila debitur 

melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.  

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHP). 

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul 

setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan 

besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk 

berpegang pada keadaan memaksa. 

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat 

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan 

menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.
72

 

1. Penyelesaian Wanprestasi 

Penyelesaian perselisihan/wanprestasi dalam Hukum Perikatan 

Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui 3 hal, yaitu jalan 

perdamaian (shulhu), arbitrase (tahkim), dan melalui proses peradilan (al 

Qodha). 

a. Shulhu 

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam 

suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (shulhu) antara 

kedua pihak. Dalam Fiqih pengertian shulhu adalah suatu jenis akad untuk 
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mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau 

untuk mengakhiri sengketa. Dalam perdamaian (shulhu) ini tampak adanya 

pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. 

Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun 

penyerahan keputusan pada pihak ketiga.
73

 Perdamaian (shulhu) ini 

disyariatkan berdasarkan Al Qur’an surat Al Hujuraat ayat 9: 

إِن ََو  آَٰئفِ ت انَِمِن  اََقۡت ت لوُاَْٱَلۡمُؤۡمِنِينَ ٱط  هُم  اَۖف إنَِۢب غ تَۡإحِۡد ىَٰ ف أ صۡلِحُواَْب يۡن هُم 

ىََٰٱع ل ىَ ََلۡۡخُۡر  تلِوُاْ ََلَّتيِٱف ق َٰ َأ مۡرِ َٰٓ َإلِ ىَٰ ء  َت فِيَٰٓ تَّىَٰ َِۚۡٱت بۡغِيَح  تََۡللَّّ َف آَٰء  ف إنِ

اَبَِ أ قََۡلۡع دۡلَِٱف أ صۡلِحُواَْب يۡن هُم  اَْۖو  ََسِطُوَٰٓ ََللَّّ َٱإنَِّ  ٢ََلۡمُقۡسِطِينَ ٱيحُِبُّ
 “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka 

damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu 

berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan 

yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah 

Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 

damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.
74

 

 

 

 

 

 

b. Tahkim 

Istilah tahkim secara literal berarti mengangkat sebagai wasit  atau 

juru damai. Sedangkan secara terminologi berarti pengangkatan seorang 

atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang 

bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan 

secara damai. Dalam hal ini hakam ditunjuk untuk menyelesaikan perkara 

bukan oleh pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang 
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bersengketa. Oleh sebab itu, hakam atau lembaga hakim bukanlah resmi 

pemerintah, tetapi swasta. 

Dari pengertian tahkim di atas dan dari apa yang dapat dipahami dari 

literatur fiqih, dapat dirumuskan pengertian arbitrase dalam kajian fiqih 

sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang 

dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh kedua orang yang bersengketa 

untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh 

hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu.
75

 Firman Allah swt: 

نْ أهَْلمهَا إمنْ  نْ أهَْلمهم وَحَكَمًا مم مَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مم قَاقَ بَ يْنمهم فْتُمْ شم وَإمنْ خم
َ كَانَ عَلميمًا خَبميراً يرُميدَا  نَ هُمَا إمنَّ اللََّّ ُ بَ ي ْ  (٥٣)إمصْلاحًا يُ وَفميقم اللََّّ

 

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
76

 

 

c. Al Qadha 

Secara harfiah Al Qadha berarti antara lain memutuskan atau 

menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum 

syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara 

adil dan mengikat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada 

pengadilan semacam ini dikenal dengan qhadi (hakim). Penyelesaian 

                                                           
75

Gemila Dewi, Wardiyaningsih dan Yeni Salma Bralinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, 

98. 
76

 al Qur’an, 4: 35.  



 

 

 

sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satu proses 

yang penting adalah pembuktian.
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI HP MENGGUNAKAN MODEL 

TECHNOPRENEURSHIP 

DI ARTOMORO CELLULER PONOROGO 

 

A. Profil Artomoro Celluler Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya Artomoro Celluler Ponorogo 

Artomoro Celluler Ponorogo berdiri pada tahun 2005, pendiri Artomoro 

yaitu Bapak Arnold dan Ibu Merrys. Pada saat itu masih berbentuk Counter kecil 

dan masih sedikit barang yang dengan masih beberapa hp baru dan sebagian hp 

bekas. Seiring berkembangnya zaman Artomoro semakin laris karena harganya 

yang di bawah toko-toko lain sehingga banyak peminatnya dan semakin banyak 

yang mengetahui, dengan bertambahnya pembeli dan pelanggan lambat laun pihak 

Artomoro mendirikan berbagai cabang diantaranya di Madiun 1, Ponorogo 2, 

Pacitan 1, Plororejo 1. Dan sampai sekarang Artomoro sangat banyak pelanggan 

dan pembeli mulai remaja hingga orangtua.
78

 

2. Produk Artomoro Celluler Ponorogo 

Artomoro pada awalnya hanya menjual beberapa hp baru dan yang paling 

banyak hp bekas. Namun dalam perkembangannya serta melihat berbagai 

permintaan dari kosumen maka Artomoro mengembangkan bisnisnya tidak hanya 

menjual hp bekas melainkan juga menjual hp baru yang lebih banyak. Untuk lebih 

jelasnya, penulis uraikan sebagai berikut: 

a. Jual beli hp  bekas 
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 Jual beli hp bekas di Artomoro merupakan produk pertama dan utama 

sejak berdiri Tahun 2005. Jual beli hp bekas inilah yang paling banyak 

diminati oleh masyarakat sekitar di Artomoro yang sangat terjangkau jika 

dibandingkan dengan toko lainnya, sehingga banyak menghasilkan 

keuntungan pada Artomoro itu sendiri. Oleh karena itu, jual beli hp bekas di 

Artomoro merupakan produk unggulan.
79

 

b. Penjualan hp baru 

 Artomoro juga menyediakan berbagai hp baru dengan berbagai merek, 

baik dari buatan jepang maupun china. Hal ini dilakukan untuk pelayanan 

yang lebih baik dan untuk memuaskan konsumen. 

c. Tukar tambah hp 

 Artomoro juga melayani tukar tambah hp bekas dengan hp bekas, 

maupun hp bekas dengan yang baru. Tukar tambah hp ini banyak diminati 

oleh masyarakat maupun konsumen baru.
80

 

3. Jenis dan Harga Hp 

 Berikut adalah daftar hp yang dijual di Artomoro, sebagai berikut  

 

JENIS TAHUN HARGA 

1. Oppo   

a. A3s 2016 Rp. 2.699.000,- 

b. F7 2017 Rp.3.799.000,- 

c. A83 2017 Rp. 2.499.000,- 

2. Xiaomi    

a. Xiaomi Redmi 5 2018 Rp. 1.599.000,- 

b. Xiaomi Mi A1 2018 Rp.   2.050.000,- 

c. Xiaomi Pocophone 

F1 

2018 Rp.   4.499.000,- 

3. Samsung   

a. Samsung Galaxy 

A7 

2017 Rp. 5.240.000.- 

                                                           
79

 Desi, wawancara, Artomoro, 16 Oktober 2018. 
80

Ibid. 



 

 

 

b. Samsung Galaxy j4  2017 Rp.   2.010.000,- 

c. Samsung Galaxy 

A8 Star 

2018 Rp.   6.660.000.- 

 

B. Praktik jual beli menggunakan model technopreneurship di Artomoro Celluler 

Ponorogo 

1. Sistem Penerapan Hak Khiya>r Pada Jual Beli Hp dengan Model 

Technoreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo 

Pelaksanaan hak khiya>r dalam jual beli sangat penting sebab dengan 

adanya hak khiya>r seorang pembeli akan berfikir berkali-kali dan tentunya rasa 

kecewa dan menyesal dapat mungkin bisa dihindari atau paling tidak mengecilkan 

resiko tersebut. Hak khiya>r juga dapat digunak5an untuk menjamin kerelaan dan 

kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi hak 

khiya>r ini memang tidak praktis karena mengandung arti ketidakpuasan suatu 

transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, penerapan 

hak khiya>r memang jalan yang terbaik. 

Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Desi selaku kepala toko tentang 

penerapan hak khiyar: 

“Di Aromoro Celluler Ponorogo bahwasanya hanya menerapkan hak khiyar 

untuk konsumen langganan saja dan tidak diterapkan untuk konsumen 

baru.” 

 

Dalam hal yang disampaikan oleh pihak kepala toko dalpat dijelaskan 

bahwa pihak penjual di Artomoro, dalam hal penerapan hak khiya>r yang diberikan 

kepada konsumen, maka penjual membedakan antara konsumen langganan dengan 

konsumen yang tidak langganan (baru). Untuk konsumen yang baru, di awal 

terjadinya transaksi jual beli biasanya tidak ada perjanjian tambahan, sehingga jika 

si pembeli tidak puas dengan hp yang telah dibelinya, maka hp tersebut tidak bisa di 



 

 

 

kembalikan ataupun ditukar. Alasan yang disampaikan oleh pihak Desi selaku 

kepala toko kepada peneliti yaitu: 

“jika si pembeli sudah melihat hp dengan teliti, walaupun tanpa keterangan 

yang jelas dari penjual tentang adanya cacat pada hp yang akan dibeli 

tersebut dianggap sebagai kesalahan dari si pembeli yang kurang berhati-

hati. Dan di awalpun penjual sudah memberikan kesempatan untuk memilih 

hp sendiri tanpa paksaan dari pihak penjual. Sehingga jika terjadi 

ketidakpuasan, maka jual beli tersebut tidak bisa dibatalkan kecuali jika 

adanya perjanjian di awal seperti yang diterapkan kepada konsumen 

langganan.
81

 

 

  Dari apa yang sudah disampaikan oleh kepala toko pembeli harus 

lebih berhati- hati dalam memilah dan memilih agar supaya tidak terjadi 

kerugian bagi pihak pembeli sendiri. Adapun contoh yang disampaikan oleh 

kepala toko desi dapat memperkuat peneliti untuk membahas lebih dalam 

masalah yang ada di artomoro : 

“Contoh Pada tanggal 10 juli 2018, Mbak Ana selaku konsumen baru di di 

Artomoro yang membeli barang melalui online membeli hp dengan merek 

samsung J2 prime seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah). 

Lalu setealah 1 hari, ternyata hp tersebut dibagian handsat mengalami 

masalah, lalu mbak ana membawa hp tersebut ke Artomoro dengan 

membawa nota pembayaran dan ingin meminta uang kembali.”  

 

  Sebagai konsumen baru yang tidak ada perjanjian di awal, maka 

penjual tidak menerima hp itu kembali, sehingga penjual tidak memberikan 

uang kepada mbak ana hanya saja pihak Artomoro mengganti bagian yang 

rusak saja. Selanjutnya untuk konsumen langganan penjual menerapkan 

perjanjian tambahan diawal. Perjanjiannya yaitu mengenai kebolehan 

mengembalikan hp yang telah dibeli karena adanya ketidakpuasan ataupun 

adanya kecacatan pada hp atau dengan kata lain penjual menerapkan hak 

khiya>r.  
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  Hal inilah yang menjadikan Artomoro banyak memiliki konsumen 

langganan. Namun apabila konsumen langganan mengembalikan hp yang 

ditemukan adanya cacat tersebut maka pihak penjual biasanya mengatakan bahwa 

pada saat hp berada di tangan pembeli masih dalam keadaan baik, mungkin itu 

kerusakan baru yang sesudah dibeli dan setelah dibawa pulang. Ini adalah salah satu 

trik dari penjual yang dirasa akan mengubah pendirian si pembeli untuk tidak jadi 

mengembalikan hpnya. 

Dalam Hal penerapan hak khiya>r berikut adalah beberapa persyaratan 

yang di terapkan oleh penjual terhadap pembeli, antara lain: 

a. Bahwa Hp yang boleh dikembalikan yaitu hp dengan harga dibawah 

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
82

 

b. Bahwa boleh seorang pembeli mengembalikan hp asal dengan membawa nota 

pembayaran (kwitansi). 

c. Jangka waktu yang diterapkan oleh penjual kepada pembeli untuk dapat 

mengembalikan hpnya yaitu kurang lebih 1 minggu padahal di awal akad jika 

ada garansi 1 tahun, sehingga jika ada pembeli yang ingin mengembalikan 

hpnya lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan maka penjual tidak akan 

menerima. 

d. Hp yang dikembalikan, akan dipotong oleh penjual sebesar Rp. 200.000,- (dua 

ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi kepada penjual. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem penerapan hak khiya>r 

yang diberikan kepada konsumen langganan yaitu, jika konsumen merasa 

adanya kecacatan atau kerusakan pada hp, maka dapat langsung datang ke 
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Artomoro dan mengembalikannya serta meminta uang kepada pihak penjual 

dengan ketentuan seperti diatas.
83

 

 

2. Sistem penyelesaian sengketa dalam jual beli hp model technopreneurship di 

Artomoro Celluler Ponorogo 

Setiap orang itu pasti tidak ada yang selalu baik dan sempurna dalam 

setiap tindakan dan pekerjaan, terkadang tanpa disadari seorang itu melakuan 

kesalahan baik disengaja maupun tidak di sengaja. Seperti halnya yang terjadi di 

Artomoro Celluler Ponorogo juga mungkin melakukan kesalahan dalam melakukan 

transaksi. 

Perselisihan yang terjadi tersebut Kemungkinan yaitu penjual di Artomoro 

dengan pembeli, Keterkaitan antara pihak penjual di Artomoro dengan pembeli 

yaitu tentang penambahan uang ongkir yang di lakukan oleh pihak resseler. 

Pemaparan yang disampaikan oleh kepala toko desi kepada peneliti: 

“Masalah kerusakan atau kecacatan yang terdapat dalam hp ini biasanya 

terjadi pada kerusakan mesin dan kerusakan pada bagian luar Hp. Hal ini 

terjadi karena pihak penjual sebelum memasarkan hp tidak mengecek 

dahulu, jika ada hp yang rusak maka penjual akan menggantinya dengan 

mesin yang berkualitas rendah. Hal ini berarti kerusakan ataupun 

kecacatan hp lebih banyak disebabkan oleh pihak penjual di Artomoro 

karena kadang hp jatuh meskipun masih dalam kardus itu juga 

mempengaruhi hp di dalamnya.
84

  

 

Mengenai kerusakan/kecacatan pada hp, pihak penjual memberikan suatu 

penyelesaian kepada pembeli yang tidak puas terhadap hp yang sudah dibeli.  

     Di dalam praktiknya, pembeli dapat membeli hp dengan cara online 

maupun datang langsung ke toko, hal ini dilakukan sesuai dengan kemampuan dari 

pembeli. Salah satu cara pembayaran yang dapat digunakan pembeli yaitu dengan 
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menggunakan cara COD atau bayar di tempat atau transfer via bank. Masalah 

pembayaran yang dikatakan kepala toko sebagai bahan penelitian sebagai berikut:  

  “Biasanya sistem pembayaran melalui cod karena biar aman barang 

datang baru bayar. Pada awalnya barang yang di perjualkan di upload di 

media social seperti Instagram, facebook, bbm dan via whatsap dengan 

itu pembeli dengan mudah memilih jenis hp yang akan mereka beli, jika 

sudah memilih hp yang akan dibeli, maka pihak pembeli melakukan 

negosiasi dengan penjual dan jika harga telah disepakati, pihak pembeli 

dan penjual melakukan persetujuan jika barang yang di pilih benar dan 

pihak pembeli mencantumkan alamat untuk mengirim barang sesuai 

alamat yang di sebutkan.  

 

   Kemudian setelah pemesanan selesai baru pihak pembeli menyerahkan 

uang yang akan dibayarkan kemudian pihak reseller meminta tambahan upah 

kepada pembeli seperti yang disampaikan oleh mbk debi sebagai reseller sebagai 

berikut: 

  “setelah barang sampai jika di awal tadi dalam persetujuan di jual hp 

seharga Rp. 1.500.000.00,- dan ongkir Rp.10.000 setelah barang sampai 

di tempat pihak resselernya meminta penambahan upah sebesar Rp. 

5000.000,- tetapi pihak pembeli tetap memberi meskipun berberat hati 

karena tidak enak pada resselernya meskipun di awal akad tidak ada 

kesepakan ada upah tambahan.
85

” 

 

   Dalam hal penambahan upah seharusnya pihak reseller memberi tahu 

terlebih dahulu upah yang akan di minta dibelakang waktu penyerahan barang 

sehingga pihak pembeli tidak merasa dipermainkan atas apa yang disepakati diawal. 

Dalam contoh yang dijelaskan oleh mbak desi selaku kepala toko: 

  “Contoh: Mbak Yena seorang konsumen yang tinggal di daerah Mlilir 

Dolopo Madiun yang ingin membeli hp di Artomoro Celluler Ponorogo. 

Pada tanggal 19 Januari 2018, Pak Bade membeli Hp Samsung j1 Tahun 

2014 dengan harga Rp. 1.450.000.000,- (satu juta empat ratus lima puluh 

ribu rupiah). Mbak Yena membelinya secara online karena Mbak Yena 

orang yang sibuk jadi tidak sempat datang ke toko,” 
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Setelah melakukan pemesanan barang selanjutnya melakukan pembayaran dengan 

cra bayar di tempat leboih jelasnya seperti yang disampaikan desi selaku kepala 

toko: 

sehingga dalam pembayaranya mbak yena memilih COD atau bayar di 

tempat, setelah Mbak Yena dengan resseler sepakat dengan harga hp 

1.450.000 dan ongkir sebesar 15,000 jadi total 1.465.000 dan telah 

disepakati ke dua belah pihak setelah barang sampai di tempat Mbak 

Yena pihak resseler menyebutkan bahwa nominalnya menajadi 

1.470.000.00,- dengan demikian otomatis Mbak Yena kaget karena 

kesepakatan di awal tidak segitu, Tetapi mau gimana lagi Mbak Yena 

juga merasa tidak enak karena barang juga sudah sampai dan barang 

juga bagus, akhirnya Mbak Yena memberikan uang sejumlah yang di 

sebutkan resseler.
86

” 

 

 Dalam hal tersebut pihak reseller jelas melakukan wanprestasi atas 

penambahan upah yang di lakukan dengan sengaja kepada pihak pembeli. 

 Kekecewaan yang terjadi pada pembeli yaitu ketika ada penambahan 

upah di akhir tanpa sepengetahuan pembeli terlebih dahulu, yang seharusnya jika di 

akhir ada tambahan harus di sebutkan di awal agar pihak pembeli tidak merasa di 

rugikan dan di kecewakan. Contoh mengapa banyak orang membeli hp 

menggunakan model technopreneurship di antara lain: 

“Contoh: Pada tanggal 12 Januari 2017, Menurut Bapak Hamzah mulai 

beli hp di Artomoro menggunakan media social karena sibuk bekerja dan 

tidak sempat ke tokonya langsung akhirnya memutuskan untuk membeli 

secara online karena penjualan online di Artomoro mudah cepat dan 

terjamin kualitasnyaserta dalam pengirimanya murah dan tidak di 

ragukan lagi kualitasnya. 

 

 Dalam kendala pengupahan upah ongkir di akhir menurut bapak hamzah 

selaku konsumen di Artomoro: 

Pembeli bisa melakukan transaksi pada penjual melalui telepon, pin bbm 

atau whatsapp dengan menggunakkan format pemesanan yaitu: Nama, 

Alamat Lengkap, Barang Pesanan, Transfer uang di bank ataupun COD. 

Kelima, barang akan di kirirm ke alamat yang tujuan. 

Dalam transaksi online tidak ada tawar menawar barang antara penjual 

dan pembeli. Jadi pembeli barang cukup memilih barang di website atau 
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datang ke tempat langsung yang diinginkan dan mengirim data sesuai 

format yang sudah tertera di website.
87
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   Dalam transksi penyerahan barang dan keuntungan yang di dapat oleh 

reseller dalam jual beli ini menurut informasi dari desi: 

“Ketika barang sudah datang maka  reseller menyerahkan barang 

yang sudah di pesan pembeli kemudian si pembeli membayar kan 

sejumlah uang yang sudah di sepakati di awal namun reseller 

meminta tambahan upah biaya ongkir dengan alasan karna 

rumahnya jauh dan biaya tambahan bensin. Tetapi ada pembeli 

yang dengan senang hati memberikan upah tambahan tersebut dan 

ada juga pembeli yang merasa di rugikan karna menyalahi 

perjanjian akad di awal.” 

 

Dan dalam penyelesaian pengembalian upah pihak reseller 

menerapakan jika upah dikembalikan oleh pelanggan yang complain saja 

seperti yang diuraikan oleh debi sebagai reseller: 

“Dalam penerapan tanggung jawab kami hanya memberikan 

tanggung jawab untuk konsumen yang complain saja dan tidak 

menerapkan ranggung jawab untuk konsumen yang tidak melakukan 

complain atau sudah terima jika ada tambahan upah dibelakang” 

 

    Dengan begitu bahwa penambahan uang ongkir yang diterapkan reseller 

kepada pembeli menyalai perjanjian diawal karena kesepakatan diawal tidak adanya 

penambahan upah di belakang jika barang sudah sampai. Dengan begitu adanya 

wanprestasi dalam system jual beli model technopreneurship di Artomoro celluler 

ponorogo. 
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 BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MENGGUNAKAN 

MODEL TECHNOPRENEURSHIP 

DI ARTOMORO CELLULER PONOROGO 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiya>r dalam Jual Beli Hp 

Mengguanakan Model Technopreneurship Di Artomoro Celluler Ponorogo 

Hak khiya>r ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan 

transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan, Kata al-khiya>r 

dalam bahasa Arab berarti pilihan.
88

 Sedangkan menurut arti harfiyahnya, Khiya>r 

ialah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Dalam akad, khiya>r 

berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan atau 

membatalkan akad jual beli sehingga kemaslahatan dapat tercapai dengan sebaik-

baiknya. Tujuan diadakannya hak khiya>r oleh syara’ berfungsi agar kedua orang yang 

berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing yang lebih jauh, supaya 

tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. 

Praktik Jual Beli Hp di Artomoro celluler Ponorogo, ketika terdapat komplain 

dari pihak pembeli baik itu terkait mesin Hp sudah tidak bagus atau bahkan yang 

lainnya, karena penjual menerapkan perjanjian tambahan diawal. perjanjiannya yaitu 

mengenai kebolehan mengembalikan hp atau barang elektronik lainya yang telah dibeli 

karena adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada Hp atau barang lainya 

sesuai batas garansi yang diberikan. Sehingga jika pihak pembeli merasa adanya 

kecacatan atau kerusakan pada Hp yang telah dibeli baik itu masih berada di tempat 

akad maupun sudah berada di rumah maka dapat langsung datang ke Toko Artomoro 
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dan mengembalikannya serta meminta uang kepada pihak penjual akan tetapi 

sesampainya di Toko pihak Artomoro tidak sepenuhnya mengganti kerusakan atau 

kecacatan tersebut, padahal akad di awal jika ada kerusakan pada hp atau cacat bisa di 

tukar sesuai batas garansi yang telah diberikan.  

Hal yang dilakukan oleh penjual di Artomoro tersebut termasuk kedalam suatu 

pemberian hak khiya>r opsional (hak memilih) yang dianjurkan oleh syara’ yang 

dimiliki oleh pembeli untuk membatalkan akad jual beli sesuai dengan pernyataan 

Wahbah al-Zuhayli yaitu:  

89مُتَ عَاقَدم الْمْيَارُ بَ يَْْ إممْضَاءم الْعَقَدم وَعَدَ مم إممْضَائمهم أَنْ يَكُوْنَ لملْ : وَمَعْنََ الْمْيَارُ   
Artinya: “Khiya>r ialah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihakyang 

melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi 

yang disepakati.”
90

 

 

Pernyataan diatas menerangkan bahwa disyariatkanya khiya>r dalam jual beli. 

Dan hal yang dilakukan penjual terhadap pembeli tersebut agar antara penjual dan 

pembeli sama-sama diuntungkan dan untuk mencegah suatu kemadharatan. 

Penerapan hak khiya>r  yang diberlakukan di Artomoro Celluler tersebut 

termasuk kedalam hak khiya>r ‘aib dan diperbolehkan menurut Hukum Islam karena di 

dalam teori khiya>r ‘aib seorang pembeli berhak untuk membatalkan jual beli apabila 

terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui 

pemiliknya ketika akad berlangsung.
91

Hal tersebut sejalan dengan hadith diriwayatkan 

aisyah Ra yang berbunyi:  
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يْمَ ثَُُّ وجَدَبمهم عَيْبً  ُ أَنْ يقُم ا فَخَاصَمَهُ إملََ أَنَّ رَجُلاً امبْ تَاعَ غُلَامً فأَقَاَمَ عمنْدَهُ مَاشَاءَاللََّّ
ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ فَ رَدَّهُ عَلَيْهم  يم صَلَّى اللَّي 92النَّبم

 

Artinya: “Sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak itu 

menghadap, laki-laki itu menemukan cacat padaya. Segera dia mengutarakan 

hal itu kepada Rasulullah SAW, Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan 

orang tersebut untuk megembalikannya.”
93

 

 

Hadith diatas menerangkan tentang diperbolehkannya untuk mengembalikan 

barang yang cacat kepada penjual. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan hak khiya>r 

yang diterapkan oleh penjual kepada konsumen di Artomoro Celluler sesuai dengan 

teori khiya>r dalam Hukum Islam. 

Sedangkan pada praktiknya di Artomoro Celluler penjual memberikan hak 

khiya>r kepada konsumen langganan dan tidak memberikan hak khiya>r kepada 

konsumen baru alasan bahwa diawal tidak ada perjanjian. Maka, hal yang dilakukan 

oleh penjual di Artomoro Celluler tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam karena 

termasuk hilangnya hak khiya>r, seharusnya dalam kasus seperti ini, menurut para 

pakar fiqh, ditetapkan hak khiya>r  bagi pembeli.Jadi, dalam khiya>r ‘aib  itu apabila 

terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang 

tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang. 

Jadi berdasarkan pengamatan penulis dalam jual beli hp menggunakan model 

technpreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo penerapan hak khiya>r yang 

diberikan terhadap konsumen telah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk 

kedalam penerapan hak khiya>r ‘aib yang mana di dalam jual beli seorang pembeli 

berhak untuk membatalkan jual beli apabila terdapat suatu cacat pada objek yang 

diperjual belikan. Sedangkan untuk konsumen baru (bukan langganan) tidak sesuai 
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dengan Hukum Islam karena termasuk dalam hilangnya hak khiya>r yang merugikan 

bagi salah satu pihak penjual maupun pembeli. 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perselisihan dalam Jual Beli Hp 

Menggunakan Model Technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo 

Dalam melakukan jual beli sering kali manusia terlibat dalam suatu 

persengketaan, kesalahpahaman dan sebagainya yang dapat mengundang perselisihan 

dan pertengkaran yang berbahaya, tidak terkecuali dalam dunia dagang, misalnya jual 

beli, utang piutang dan masih banyak yang lainnya. 

Maka dalam melakukan kegiatan muamalah seseorang itu harus jujur, 

mengatakan sebenarnya dan jangan bersumpah dusta sesuai dengan sabda Rasulullah 

yang berbunyi:  

هَدَاءم  يَْْ وَالشُّ ديميْقم يُْْ مَعَ النَّبمييميَْْ وَالصيم رُ الصَّدُوقُ الأمَم 94الَتَّا جم  
Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para 

Nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid.”
95

 

 

Adapun perselisihan yang terjadi di Artomoro Celluler Ponorogo 

tersebut yaitu perselisihan antara penjual dan pembeli. Adapun didalam teori 

Hukum Islam bahwa ada dua hal yang biasanya menjadi sumber perselisihan 

dalam jual beli yang mengenai harga dan yang kedua mengenai 

pertanggungjawaban resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang. 

Adapun permasalahan dan penyelesaian yang dilakukan di Artomoro 

Celluler Ponorogo yaitu Mengenai komplain dari pembeli karena ada kerusakan 
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pada hp penjual memberikan kebebasan kepada konsumen untuk dapat 

mengembalikan hpnya dalam jangka waktu 1-7 hari. Hal ini sesuai dengan teori 

yang mengatakan bahwa apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, 

maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli.
96

 Kemudian 

penjual wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual. Dan jika 

ada alternatif pilihan tersebut, maka si penjual mengganti harga barang atau 

menggantinya dengan yang serupa. 

Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan ketika adanya 

kerusakan pada hp yang boleh dikembalikan dengan adanya jangka waktu telah 

sesuai dengan hukum Islam karena adanya tanggung jawab dari pihak penjual 

dan juga sejalan dengan h}adi>th dari Ibnu Umar yang berbunyi: 

نَ هُمَا حَتََّّ يَ تَ فَريقاَ إملاَّ بَ يْعَ الْمْيَارم  97كُلُّ بَ ييمعَيْْم لاَ بَ يْعَ بَ ي ْ
 

Artinya: “Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual 

beli itu sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiya>r”. 

H}adi>th tersebut berisi bahwa jual beli dapat dilangsungkan dan 

dinyatakan sah apabila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan 

oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya adanya  syarat dalam masa 

tertentu. 

Dimana ketentuan tersebut dirasa sangat adil mengingat untuk mengganti 

kerugian yang dialami oleh pihak penjual atas pembatalan jual beli tersebut. 

Karena dalam hal ini pembeli telah menyimpang dari apa yang sudah disepakati 
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dalam jual beli, yaitu pembeli telah melakukan pembatalan jual beli karena ada 

barang yang di kareanakan ada tambahan upah dibelakangnya pembatalan 

sebelum masa berakhirnya jual beli sangat dianjurkan. Sebagaimana Firman 

Allah dalam surat al-Taubah ayat 4 yang berbunyi: 

َ ََلَّذِينَ ٱَإِلََّ ن  َم ِ دتُّم ه  َش يََۡلۡمُشۡرِكِينَ ٱع َٰ َي نقصُُوكُمۡ َل مۡ ل يۡكُمََۡ َٗثمَُّ َع  هِرُواْ َٰ ٰ َيُ ل مۡ َو  ا

َ َإِنَّ َمُدَّتهِِمۡۚۡ اَْإلِ يۡهِمَۡع هۡد هُمَۡإلِ ىَٰ وَٰٓ دٗاَف أ تمُِّ ََللَّّ َٱأ ح  ََلۡمُتَّقِينَ ٱيحُِبُّ
Artinya: “ Kecuali orang-orag musyrikin yang kamu telah megadakan 

perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi 

sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak pula mereka membantu 

seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu 

penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertaqwa.”
98

 

  

 Dari ayat diatas jelaslah bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian 

itu sampai dengan batas waktu yang disepakati. Sehingga mekanisme 

peyelesaian perselisihan yang terjadi di Artomoro mengenai pembatalan jual beli 

tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Meskipun kedua belah pihak sama-

sama dirugikan dan adanya konsekuensi pengembalian uang tidak penuh hal ini 

diperbolehkan karena pembeli tidak menyimpang dari perjanjian. 

Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan ketika adanya 

kerusakan pada hp yang boleh dikembalikan dengan adanya jangka waktu telah 

sesuai dengan hukum Islam karena adanya tanggung jawab dari pihak penjual dan 

juga sejalan dengan h}adi>th dari Ibnu Umar yang berbunyi: 
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نَ هُمَا حَتََّّ يَ تَ فَريقاَ إملاَّ بَ يْعَ الْمْيَارم  99كُلُّ بَ ييمعَيْْم لاَ بَ يْعَ بَ ي ْ
 

Artinya: “Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan 

jual beli itu sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiya>r”. 

Hadits tersebut berisi bahwa jual beli dapat dilangsungkan dan 

dinyatakan sah apabila mereka berdua telah berpisah kecuali apabila 

disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya adanya syarat 

dalam masa tertentu. 

Meskipun melakukan wanprestasi atau kelalaian tetapi pihak 

Artomoro tidak lepas tangan begitu saja pihak Artomoro berikikap baik dan 

bertanggung jawab agar tidak mengecewakan konsumen dengan 

membolehkan menukar hp yang cacat dengan jangka waktu yang telah di 

tentukan yaitu 1-7 hari selain itu pihak Artomoro juga mengganti bagian 

yang rusak agar hp bisa normal kembali. Tanggung jawab ini tentu bukan 

sepihak dari pihak Artomoro melainkan ada kesepakatan dari kedua belah 

pihak sehingga menimbulkan rasa suka sama suka dengan kesepakatan 

antara kedua belah pihak.  

 Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor 

tidak melaksanakan prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya 

sehingga kreditor tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. 

Adapaun pengertian wanprestasi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya 

atau dilakukan tidak menurut selayakmya. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian 

wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau 
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dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan berada dalam 

keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak 

telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam 

melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya. 

Apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitor 

melakukan wanprestasi kreditor memilili alternative untuk melakukan upaya 

hukum atau hak seperti, Melakukan pelaksanaan perjanjian, Meminta ganti rugi, 

Meminta pelaksanaan perjanjian dang anti rugi, dalam perjanjian timbal balik, 

dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, Dalam 

melakukan wanprestasi pihak Artomoro juga memberikan tanggung jawab terhadap 

konsumen yang komplain dan tidak ada tanggung jawab untuk konsumen yang 

tidak komplain untuk konsumen yang komplain pihak reseller mengembalikan 

penambahan ongkir tersebut dan tidak dikembalikan untuk konsumen yang tidak 

komplain. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak reseller 

hanya mengganti jika ada yang komplain saja 

Setelah melihat dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pihak 

Artomoro telah melakukan wanprestasi terhadap konsumen dan hal tersebut 

dilarang dalam hukum Islam. Tetapi walaupun telah melakukan wanprestasi pihak 

Artomoro bertanggung jawab dengan mengganti rugi, dan ganti rugi ini tidak sesuai 

dengan tinjauan hukum Islam  dengan kesepakatan bersama dan adanya saling 

tolong menolong agar tidak merugikan salah satu pihak dalam hal ganti rugi. 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Penerapan hak khiya>r pada jual beli Hp di Artomoro Celluler Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo untuk konsumen langganan telah sesuai dengan Hukum Islam karena 

termasuk kedalam hak khiya>r ‘aib. Sedangkan untuk konsumen yang bukan langganan 

(baru) tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur hilangnya hak khiya>r 

yang mana akan merugikan bagi pihak pembeli.  

2. Dalam melakukan wanprestasi pihak Artomoro juga memberikan tanggung jawab 

terhadap konsumen yang komplain dan tidak ada tanggung jawab untuk konsumen yang 

tidak merasa dirugikan untuk konsumen yang komplain pihak reseller mengembalikan 

penambahan ongkir tersebut dan tidak dikembalikan untuk konsumen yang tidak 

komplain. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak reseller hanya 

mengganti jika ada yang komplain saja. 

B. SARAN-SARAN 

1. Peneliti berharap agar pihak Artomoro tidak membeda-bedakan pelanggan baru dan 

pelanggan lama untuk mendapatkan hak khiya>r. 

2. Peneliti berharap pihak reseller menyampaikan terlebih dahulu perjanjian yang 

sebenarnya ada penambahan ongkir dibelakang karena hal tersebut akan 

mengecewakan pelanggan. 
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